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ABSTRAK 

STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN 

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 

2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN  

Oleh:  

MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI 

Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Kota Metro dalam 

persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Larangan Penjualan Rokok Eceran, yang bertujuan untuk menekan maraknya 

perokok, terutama di kalangan remaja. Teori Landasan yang digunakan adalah 

teori strategi manajemen Wheelen dan Hunger, yang mencakup analisis 

lingkungan, penyusunan strategi, implementasi, dan evaluasi. Pendekatan ini 

memberikan kerangka sistematis untuk merancang kebijakan publik yang efektif 

dan adaptif terhadap dinamika lokal. 

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen.  Data primer diperoleh 

dari wawancara dengan pedagang rokok yang beredar dan instansi pemerintah di 

Kota Metro, sedangkan data sekunder meliputi dokumen dan literatur terkait. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Metro 

memiliki kerangka regulasi yang kokoh, implementasinya masih menghadapi 

kendala seperti rendahnya pemahaman pedagang, resistensi dari pelaku usaha 

kecil, dan keterbatasan anggaran untuk sosialisasi serta pengawasan. Strategi yang 

diterapkan meliputi penguatan regulasi lokal, peningkatan komunikasi melalui 

media, pemberian insentif ekonomi kepada pedagang kecil, dan pelibatan 

masyarakat dalam kebijakan pengawasan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan bergantung pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua 

pemangku kepentingan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk 

mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga 

kebijakan ini dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam 

menurunkan prevalensi perokok dan meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat. 

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Kota Metro, Kebijakan Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia semakin kompleks dan 

membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan 

utama dalam kesehatan masyarakat adalah tingginya angka prevalensi 

merokok, terutama pada kalangan remaja dan dewasa muda.
1
 Berdasarkan 

data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di kalangan 

remaja usia 10-18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan 

dalam beberapa dekade terakhir.
2
 Pada 2013, prevalensinya tercatat sebesar 

7,2%, lalu meningkat menjadi 9,1% pada 2018, dan pada 2023 meningkat 

menjadi 10,7%.
3
 

Ada beberapa faktor yang mendorong perilaku merokok pada remaja, 

di antaranya pengaruh teman sebaya, iklan, ketersediaan rokok eceran, serta 

kurangnya kesadaran akan dampak kesehatan. Meskipun demikian, langkah-

langkah pengendalian terus dilakukan, seperti kebijakan kenaikan cukai rokok 

dan pembatasan akses terhadap rokok. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

pencegahan yang efektif untuk menekan angka prevalensi ini seperti 

                                                             
1
 Nadzifa Muslim Et Al., ―Determinan Perilaku Merokok Remaja Sma/Sederajat Di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,‖ Perilaku Dan Promosi Kesehatan : Indonesian Journal Of 

Health Promotion And Behavior 5, No. 1 (June 30, 2023), 

Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Ppk/Vol5/Iss1/3. 
2
 Cece Harahap, ―Edukasi Penjual Rokok Terhadap Pembatasan Anak Remaja 

Sebagai Pengkonsumsi Rokok Aktif,‖ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian 

Masyarakat 5, No. 5 (September 29, 2024): 9297–9300. 
3
 Widyawati, ―Merokok, Penyebab Utama Penyakit Paru Obstruktif Kronis,‖ 23 

November 2021, https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/merokok-penyebab-utama-penyakit-

paru-obstruktif-kronis. 
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pendidikan bahaya merokok dan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 18 

tahun.
4
 

Dampak dari kebiasaan merokok tidak hanya dirasakan oleh individu 

perokok, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.
5
 Merokok 

merupakan faktor risiko utama bagi penyakit tidak menular (PTM) seperti 

penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru yang menjadi penyebab utama 

angka kematian di Indonesia. Kondisi ini memberikan beban ganda bagi 

sistem kesehatan nasional, di mana anggaran yang besar harus dikeluarkan 

untuk mengobati penyakit akibat konsumsi tembakau.
6
  

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, biaya kesehatan yang 

diakibatkan oleh penyakit terkait tembakau mencapai triliunan rupiah setiap 

tahunnya.
7
 Selain itu, dampak sosial dari kebiasaan merokok juga terlihat dari 

penurunan produktivitas kerja dan gangguan pada lingkungan sekitar akibat 

paparan asap rokok. Sehingga, pengendalian kebiasaan merokok menjadi 

salah satu prioritas dalam agenda kesehatan nasional. Hal ini mendorong 

pemerintah untuk menetapkan regulasi yang lebih ketat dalam mengatur 

peredaran dan penjualan produk tembakau di masyarakat.
8
 

                                                             
4
 Marsiana Wibowo dan Heni Trisnowati, ―Tinjauan Kualitatif Determinan Perilaku 

Merokok Remaja Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,‖ Jurnal Ilmu Kesehatan 

Masyarakat 20, no. 2 (30 Juni 2024): 116–25, https://doi.org/10.19184/ikesma.v20i2.46739. 
5
 Densitas Dan, ―Gambaran Dan Kebijakan Pengendalian‖ (N.D.). 

6
 Sepri Yunarman, Problematika Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 

Provinsi Bengkulu (CV Brimedia Global, 2021). 
7
 Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, And Agung Basuki Prasetyo, ―Tinjauan 

Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di Indonesia,‖ Diponegoro 

Law Journal 13, No. 1 (January 31, 2024), Accessed November 11, 2024, 

Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/41930. 
8
 Achmad Nur Hidayat, Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: 

Perspektif Kebijakan Publik (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 
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Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam 

pembangunan nasional yang terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

Indonesia.
9
 Salah satu masalah kesehatan yang kompleks dan memiliki 

dampak jangka panjang adalah kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya 

berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada biaya kesehatan 

nasional, produktivitas masyarakat, dan kualitas hidup.
10

 Dalam upaya 

mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia secara konsisten 

melakukan pembaruan regulasi yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi 

merokok di masyarakat, terutama melalui Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah yang lebih ketat.
11

 

Untuk menanggulangi masalah kesehatan akibat merokok, pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk regulasi yang 

mengatur produksi, distribusi, serta konsumsi produk tembakau. Pada tahun 

2023 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan yang bertujuan memperkuat regulasi kesehatan, termasuk 

pengaturan lebih  ketat terkait peredaran dan penjualan produk tembakau.
12

 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara spesifik 

mengatur mekanisme penjualan produk tembakau di masyarakat. Salah satu 

aspek penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini adalah 

                                                             
9
 Achmad Nur Hidayat Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: 

Perspektif Kebijakan Publik, 3. 
10

 Dou Jian-Peng Et Al., ―Research Progress Of Quantum Memory,‖ Acta Physica 

Sinica (2019), Accessed November 11, 2024, Https://Consensus.App/Papers/Research-Progress-

Quantum-Memory-Jianpeng/B3cd120d55a75662ad2196a958197814/. 
11

 John Doe, ―Implementasi Peraturan Larangan Menjual Rokok Eceran,‖ Jurnal 

Kesehatan Masyarakat, 2021. 
12

 John Doe, John Doe,Implementasi Peraturan Larangan Menjual Rokok Eceran, 7. 
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pembatasan penjualan rokok eceran yang berpotensi meningkatkan akses 

masyarakat, termasuk remaja, terhadap produk tembakau.
13

 Pembatasan ini 

ditujukan untuk mengurangi keterjangkauan produk rokok terutama di 

kalangan remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap 

kebiasaan merokok.
14

 Pengaturan tersebut mencakup larangan penjualan 

rokok di lokasi-lokasi tertentu, pembatasan promosi dan iklan produk 

tembakau, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. 

Kota Metro dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya 

sebagai kota dengan aktivitas perdagangan yang tinggi serta jumlah penduduk 

yang padat. Kota ini memiliki beragam jenis usaha kecil, termasuk penjual 

rokok eceran yang tersebar di banyak titik strategis seperti warung kecil, kios, 

dan pedagang kaki lima. Penjualan rokok eceran di Kota Metro memberikan 

akses mudah bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan 

produk tembakau dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan jika 

membeli dalam kemasan besar.
15

 Kondisi ini meningkatkan potensi risiko 

konsumsi rokok, terutama bagi remaja yang memiliki daya beli terbatas. 

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah 

dikeluarkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai 

tantangan. Dari survey yang telah dilakukan peneliti di beberapa pedagang di 

                                                             
13

 Umi Zuhriyah, ―Isi Lengkap & Poin Penting Pp Kesehatan 2024 Yang Diteken 

Jokowi,‖ Tirto.Id, Last Modified August 1, 2024, Accessed November 11, 2024, 

Https://Tirto.Id/Isi-Lengkap-Poin-Penting-Pp-Kesehatan-2024-Yang-Diteken-Jokowi-G2e7. 
14

 Jane Smith, Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Anti Rokok (Buku 

Kesehatan Masyarakat, 2020). 
15

 ―Daniel Johan Ingatkan Implementasi Pp 28/2024 Terhadap Nasib Petani 

Tembakau Dan Industri Rokok - Emedia Dpr Ri,‖ September 3, 2024, Accessed November 11, 

2024, Https://Emedia.Dpr.Go.Id/2024/09/03/Daniel-Johan-Ingatkan-Implementasi-Pp-28-2024-

Terhadap-Nasib-Petani-Tembakau-Dan-Industri-Rokok/. 
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Kota Metro, khususmya di Kelurahan Yosodadi, Iringmulyo, Banjar Sari, dan 

Mulyojati masih belum mengimplementasaikan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2024 karena disebabkan berbagai faktor, seperti kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap peraturan; kurangnya pengawasan dari 

pemerintah daerah terkait, serta ketidaksiapan pelaku usaha untuk 

menyesuaikan diri dengan peraturan baru ini sehingga masih ditemukan kasus 

pelanggaran yang tidak disadari. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Website Dinas 

Perdagangan Kota Metro, peneliti telah melakukan penelusuran terkait  jumlah 

sarana perdagangan pada tahun 2022-2023.
16

 

 

Gambar 1.1 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota 

Metro, 2022-2023 

 

 

 

 

 

 Di akses pada 30 November 2024, https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/jumlah-

sarana-perdagangan-menurut-jenisnya-di-kota-metro.html 

                                                             
16

 ―Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kota Metro - Tabel Statistik - 

Badan Pusat Statistik Kota Metro,‖ Accessed December 8, 2024, 

Https://Metrokota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Nde1izi=/Jumlah-Sarana-Perdagangan-

Menurut-Jenisnya-Di-Kota-Metro.Html. 

https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/jumlah-sarana-perdagangan-menurut-jenisnya-di-kota-metro.html
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Data di atas menunjukkan bahwa jenis sarana perdagangan di Kota Metro 

terdiri dari berbagai fasilitas yang digunakan sebagai lokasi jual-beli, seperti 

pasar dengan jumlah 10, toko dengan jumlah 813, kios permanen dengan 

jumlah 110, kios semi permanen dengan jumlah 38, kios los dengan jumlah 

757, dan hamparan dengan jumlah 951.
17

 Data ini menggambarkan dinamika 

kegiatan ekonomi dan perkembangan sarana perdagangan yang ada. Meskipun 

data ini tidak secara spesifik menyebutkan penjualan rokok, dapat diperkirakan 

bahwa toko, kios permanen, los, dan hamparan adalah tempat potensial untuk 

praktik penjualan rokok eceran di Kota Metro. Khususnya, toko dan kios 

permanen memiliki karakteristik yang memungkinkan penjualan produk seperti 

rokok, sementara los dan hamparan dapat menjadi lokasi bagi pedagang 

informal untuk berjualan. 

Gambar 1.2 Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut 

Kelompok Rokok Dan Tembakau Per Kabupaten/Kota (Satuan 

Komoditas), 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 ―Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kota Metro - Tabel Statistik - 

Badan Pusat Statistik Kota Metro.‖ 
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Di akses pada 30 november 2024 https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOCMy/rata-rata-

konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-rokok-dan-tembakau-per-kabupaten-kota.html 

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan rata-rata konsumsi perkapita 

seminggu untuk kelompok rokok dan tembakau di Kota Metro dari tahun 2021 

hingga 2023. Rokok dan tembakau pada tahun 2021 hingga 2023 berjumlah 

0,000, rokok kretek filter pada tahun 2023 berjumlah 15,022, rokok kretek 

tanpa filter pada tahun 2023 berjumlah 2,969 dan rokok putih berjumlah 0,245. 

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Metro cenderung 

mengonsumsi rokok kretek tanpa filter sebagai pilihan utama, sementara 

konsumsi tembakau mengalami penurunan yang signifikan.
18

 Pola ini bisa 

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan 

pengendalian perdagangan produk tembakau di Kota Metro. 

Untuk mendukung penelitian terkait penjualan rokok secara eceran di 

Kota Metro, peneliti telah melakukan survei langsung di beberapa kelurahan. 

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa masih banyak toko dan pedagang 

kaki lima yang menjual rokok secara eceran. Penelitian ini dilakukan di empat 

kelurahan, yaitu Kelurahan Yosodadi, Iringmulyo, Banjar Sari, dan Mulyojati. 

Hasil survei menunjukkan bahwa di Kelurahan Yosodadi terdapat 20 

pedagang yang menjual rokok eceran, Kelurahan Iringmulyo memiliki 10 

                                                             
18

 ―Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Rokok Dan 

Tembakau Per Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,‖ Diakses 13 

Desember 2024, Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mjewocmy/Rata-Rata-Konsumsi-

Perkapita-Seminggu-Menurut-Kelompok-Rokok-Dan-Tembakau-Per-Kabupaten-Kota.Html. 

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOCMy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-rokok-dan-tembakau-per-kabupaten-kota.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOCMy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-rokok-dan-tembakau-per-kabupaten-kota.html
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pedagang, Kelurahan Banjar Sari sebanyak 3 pedagang, dan di Kelurahan 

Mulyojati ada 7 pedagang. 

Menurut para pedagang rokok eceran di Kota Metro mereka  

mengatakan bahwasanya tidak tahu terkait peraturan ini, dan mereka juga 

mengatakan bahwa kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan 

oleh pemerintah Kota Metro. Para pedagang juga menganggap bahwa 

penjualan rokok eceran lebih menguntungkan dari pada rokok bungkusan.
19

 

Sementara dari sisi pembeli mengatakan bahwasanya mereka membeli rokok 

eceran karena faktor ekonomi dan kebiasaan merokok. Hal ini seperti yang di 

ungkapkan oleh salah satu Narasumber, yaitu Soleh yang mengakui belum 

memiliki pendapatan sehingga lebih baik membeli rokok eceran karena 

harganya terjangkau. Selain itu, ia juga telah kecanduan rokok sehingga 

menganggap bahwa merokok adalah hal yang harus dilakukan.
20

 

Berdasarkan pra survei mengindikasikan bahwa sering kali terdapat 

perbedaan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di 

lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman 

kebijakan oleh pelaku usaha, pengawasan oleh pemerintah daerah, serta 

respons dari masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk 

mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para penjual rokok 

eceran dalam menerapkan peraturan tersebut.
21

 Oleh karena itu, peneliti akan 

melakukan kajian lebih lanjut mengenai “Strategi Pemerintah Kota Metro 

                                                             
19

 Aldi, Difa, Dan Diki, Wawancara Pedagang Kota Metro, 2 November 2024. 
20

 Soleh, Wawancara Konsumen, 4 November 2024. 
21

 Harahap, ―Edukasi Penjual Rokok Terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai 

Pengkonsumsi Rokok Aktif.‖ 
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dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2024 tentang Larangan Penjualan Rokok Eceran.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini  

adalah terkait Bagaimana sterategi Pemerintah Kota Metro terhadap persiapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

bagaimana sterategi Pemerintah Kota Metro terhadap persiapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang 

larangan menjual rokok eceran di kalangan masyarakat Kota Metro 

dilakukan oleh pihak terkait. Penelitian ini akan memfokuskan pada 

langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan instansi terkait dalam 

menegakkan aturan tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses implementasinya. 

b. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis  

Manfaat penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis 

bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait 

dengan regulasi di bidang kesehatan masyarakat. Dan memberikan 
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gambaran nyata tentang pelakasanaan peraturan pemerintah Nomor 28 

Tahun 2024. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menambah 

pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui 

terutama bagi penulis dan pembaca agar dapat menjadi bahan bacaan dan 

informasi tentang sterategi Pemerintah Kota Metro terhadap persiapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 

dikota metro. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu 

terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Guna menambah referensi, 

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

acuan dalam sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

1 Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Cairan 

Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di 

Indonesia
22

 

Penulis  Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, Agung 

                                                             
22

 Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, dan Agung Basuki Prasetyo, ―Tinjauan 

Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di Indonesia.‖ 
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Basuki Prasetyo 

Fokus penelitian Pengaturan dan penerapan hukum terhadap 

penjualan cairan rokok elektrik eceran 

Persamaan Sama-sama mengkaji larangan penjualan rokok 

eceran 

perbedaan Penelitian ini fokus pada cairan rokok elektrik, 

sedangkan penelitian penulis fokus pada rokok 

tembakau. 

2 Judul Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Dan Harga 

Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok 

Sigaret Kretek Tangan Di Kediri Tahun 2021-

2023
23

 

Penulis  Kiki Tri Wulandari, Nur Hidayati, Zaenul 

Muttaqien 

Fokus penelitian Dampak kebijakan tarif bea cukai dan harga 

jual eceran terhadap penerimaan bea cukai di 

Kediri 

Persamaan Sama-sama mengkaji penjualan rokok secara 

eceran 

perbedaan Penelitian ini menggunakan pendekatan 

                                                             
23

 Kiki Tri Wulandari, Nur Hidayati, And Zaenul Muttaqien, ―Pengaruh Kebijakan 

Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan 

Dikantor Pengawasan Dan Pelayanaan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Tahun 2021-2023,‖ 

Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 6, No. 10 (July 18, 2024): 121–130. 
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kuantitatif dan fokus di Kediri, sedangkan 

peneliti fokus pada sterategi pemerintah kota 

metro dalam persiapan penerepan kebijakan 

pemerinta atau Peratruran Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2024 di Metro. 

3 Judul Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan 

Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota 

Bekasi
24

 

Penulis  Amelia Qudsiah 

Fokus penelitian Implementasi kebijakan larangan penjualan 

rokok kepada anak-anak di bawah umur di Kota 

Bekasi 

Persamaan Sama-sama mengkaji penerapan kebijakan 

larangan penjualan rokok 

perbedaan Penelitian ini fokus pada bagimana 

Implementasi kebijakan larangan penjualan 

rokok kepada anak-anak di bawah umur, 

sedadangkan tulisan peneliti berfokus pada 

sterategi pemerintah kota metro dalam 

persiapan implementasi kebijakan. 

 

 

                                                             
24

 Amelia Qudsiah, ―Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak 

Dibawah Umur Di Kota Bekasi,‖ t.t. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Teori Implementasi Kebijakan Publik Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier 

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh 

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Implementation and Public Policy 

(1983) menjadi salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk 

menganalisis keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut 

kedua tokoh ini, implementasi kebijakan melibatkan interaksi yang kompleks 

antara kebijakan yang dirancang, organisasi pelaksana, dan kondisi 

lingkungan.
25

 Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat bergantung pada tiga elemen utama, yaitu karakteristik 

kebijakan , struktur implementasi , dan lingkungan eksternal . Elemen ketiga 

ini saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan sejauh mana 

kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
26

 

Elemen pertama dalam teori ini adalah karakteristik kebijakan , yang 

mencakup kejelasan tujuan, konsistensi, dan kelengkapan kebijakan. 

Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa sebuah kebijakan akan lebih 

mudah diimplementasikan jika memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan dapat 

dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan yang ambigu dapat 

                                                             
25

 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 

Bandung, 2006), 215. 
26

 Ere Mardella Arbiani, Azhar, dan Mahdum, ―Implementasi Kebijakan Penataan 

Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan 

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,‖ Jurnal Manajemen Pendidikan 3, no. 2 (September 2019): 

8. 
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menyebabkan kebingungan di antara pelaksana kebijakan, sehingga 

menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, konsistensi antara tujuan 

kebijakan dan instrumen yang digunakan sangat penting agar tidak terjadi 

konflik atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan 

rokok yang dijual bebas, kejelasan aturan menjadi hal yang sangat krusial 

untuk memastikan bahwa pedagang dan masyarakat memahami larangan 

tersebut. Namun, kendala sering kali muncul karena kurangnya sosialisasi atau 

informasi yang memadai, yang menyebabkan pedagang kecil tidak memahami 

substansi kebijakan dan masyarakat masih melanggengkan kebiasaan membeli 

rokok secara eceran.
27

 

Elemen kedua adalah implementasi struktur , yang mencakup 

kebijakan pelaksana jaringan, alur koordinasi, dan sumber daya yang tersedia. 

Mazmanian dan Sabatier menyoroti bahwa implementasi kebijakan 

memerlukan kerangka kerja organisasi yang terstruktur dan terkoordinasi 

dengan baik. Jaringan pelaksana, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat lokal, 

harus memiliki peran yang jelas dalam mendukung kebijakan pelaksanaan. 

Selain itu, pelaksana kebijakan juga memerlukan sumber daya yang memadai, 

seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, untuk menjalankan kebijakan 

secara efektif.
28

 Dalam hal Pemerintah Kota Metro, struktur penerapan 

kebijakan larangan penjualan rokok dijual mencakup koordinasi lintas sektor 

                                                             
27

 Jumria Mansur, ―Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik,‖ 

AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 2 (5 Desember 2021): 14, 

https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713. 
28

 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, 128. 
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antara Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP. Namun, 

keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sering kali menjadi kendala 

yang menghambat efektivitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan 

bahwa setiap instansi memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan 

fungsi pengawasan, melakukan sosialisasi, dan menegakkan aturan secara 

konsisten.
29

 

Elemen terakhir dalam teori ini adalah lingkungan eksternal , yang 

meliputi faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa dukungan dari 

pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan kondisi ekonomi yang 

kondusif dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, resistensi 

dari masyarakat atau hambatan sosial-ekonomi dapat menjadi hambatan yang 

signifikan. Dalam konteks larangan penjualan rokok yang dijual bebas, 

resistensi pedagang kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber 

utama pendapatan menjadi perlawanan utama. Banyak pedagang yang merasa 

bahwa kebijakan ini mengancam kelangsungan usaha mereka, sementara 

masyarakat yang terbiasa membeli rokok secara eceran cenderung sulit 

mengubah kebiasaan tersebut karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kota Metro perlu merancang strategi inklusif untuk mengatasi 

hambatan eksternal ini, seperti menyediakan alternatif pendapatan bagi 

pedagang kecil dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok.
30
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 Amelia Qudsiah, ―Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak 

Dibawah Umur Di Kota Bekasi,‖ 11. 
30

 Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, dan Mohammad Benny Alexandri, 

―Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah 
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Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan 

Mazmanian dan Sabatier memberikan analisis kerangka yang relevan untuk 

memulai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota 

Metro. Dengan memahami unsur-unsur utama dalam teori ini, penelitian dapat 

mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan, serta 

merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. 

Misalnya, analisis terhadap karakteristik kebijakan dapat memberikan 

wawasan tentang bagaimana kejelasan regulasi mempengaruhi pemahaman 

masyarakat dan pelaku usaha. Implementasi struktur dapat dievaluasi 

berdasarkan kapasitas organisasi dan efektivitas koordinasi antarinstansi. 

Sementara itu, analisis terhadap lingkungan eksternal dapat memberikan 

gambaran tentang tingkat resistensi masyarakat dan kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan.
31

 

Secara keseluruhan, teori Mazmanian dan Sabatier sangat membantu 

dalam memahami dinamika implementasi kebijakan publik, khususnya dalam 

konteks kebijakan larangan penjualan rokok eceran. Dengan penerapan 

kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi 

yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di Kota Metro. 

Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan 

pedagang, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan alternatif 

ekonomi yang mendukung kelangsungan usaha pedagang kecil. Pendekatan 

berbasis teori ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan serta 

                                                                                                                                                                       
Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional ),‖ Jurnal MODERAT 

7, no. 4 (30 November 2021): 11. 
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menciptakan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam menurunkan 

prevalensi merokok maupun meningkatkan kualitas kesehatan secara 

keseluruhan.
32

 

B. Teori Manajemen Strategi Wheelen Dan Hunger 

Manajemen strategi, sebagaimana didefinisikan oleh Wheelen dan 

Hunger (2012), adalah serangkaian proses yang terintegrasi yang meliputi 

analisis, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini 

memberikan panduan sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

dirancang dapat berjalan sesuai tujuan dengan memperhitungkan dinamika 

lingkungan internal dan eksternal.
33

 Pada kebijakan larangan penjualan rokok 

eceran, sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, pendekatan ini 

menjadi relevan untuk merancang langkah strategis yang dapat mengatasi 

tantangan implementasi di tingkat lokal, seperti di Kota Metro. Dengan 

menerapkan teori ini, Pemerintah Kota Metro diharapkan mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mereduksi hambatan, dan 

memastikan keberhasilan kebijakan dalam jangka panjang. 

1. Analisis Lingkungan Strategis  

Tahap analisis lingkungan strategis adalah langkah awal dalam 

manajemen strategi yang bertujuan memahami kondisi internal dan 

eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Wheelen dan 

Hunger menekankan pentingnya analisis ini menggunakan pendekatan 

                                                             
32
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33
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SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dalam konteks 

larangan penjualan rokok eceran, analisis lingkungan internal melibatkan 

identifikasi kekuatan seperti kerangka regulasi yang kokoh melalui PP No. 

28 Tahun 2024 dan dukungan struktur birokrasi yang ada. Namun, 

kelemahan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran untuk 

pengawasan dan rendahnya pemahaman pedagang tentang aturan baru. Di 

sisi lain, lingkungan eksternal memberikan peluang berupa meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan dukungan dari organisasi 

masyarakat sipil. Meski demikian, ancaman tetap ada, seperti resistensi 

dari pelaku usaha kecil dan kebiasaan masyarakat membeli rokok secara 

eceran. Analisis ini menyediakan landasan bagi perumusan strategi yang 

adaptif terhadap tantangan lokal.
34

 

2. Perumusan Strategi  

Perumusan strategi merupakan langkah krusial dalam manajemen 

strategi yang bertujuan merancang kebijakan berdasarkan hasil analisis 

lingkungan. Wheelen dan Hunger menekankan pentingnya melibatkan 

pemangku kepentingan dalam proses ini untuk menciptakan strategi yang 

inklusif. Dalam konteks kebijakan larangan penjualan rokok eceran, 

Pemerintah Kota Metro dapat mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan 

melibatkan dinas terkait, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi 

pedagang. Penyusunan rencana komunikasi strategis juga menjadi 

prioritas, dengan fokus pada edukasi pedagang dan masyarakat tentang 

                                                             
34
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manfaat kebijakan melalui media lokal, seminar, dan platform digital.
35

 

Selain itu, penguatan regulasi, seperti peraturan daerah yang mendukung 

pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2024, dapat memberikan legitimasi lebih 

besar terhadap kebijakan ini. Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif 

ekonomi bagi pedagang kecil, seperti pelatihan keterampilan atau insentif, 

untuk meredam resistensi terhadap kebijakan. Strategi yang dirumuskan 

harus berbasis bukti, berorientasi pada solusi, dan responsif terhadap 

kebutuhan lokal.
36

 

3. Implementasi Strategi  

Implementasi strategi adalah tahap operasionalisasi dari 

kebijakan yang dirancang. Wheelen dan Hunger menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi, alokasi sumber 

daya, dan pengawasan yang efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan 

larangan penjualan rokok eceran, Pemerintah Kota Metro perlu 

membangun koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas 

Perdagangan, dan Satpol PP, untuk memastikan pengawasan yang 

konsisten. Alokasi sumber daya juga penting, termasuk anggaran untuk 

sosialisasi dan pelatihan aparat pengawas, serta pemanfaatan teknologi 

seperti aplikasi laporan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi 

pengawasan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi melalui pendekatan 

personal kepada pedagang kecil dan penggunaan media massa untuk 

                                                             
35
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menjangkau masyarakat luas sangat penting. Penegakan hukum yang 

konsisten, dengan sanksi tegas bagi pelanggar, juga diperlukan untuk 

menciptakan efek jera. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi 

semua pihak untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.
37

 

4. Evaluasi dan Pengendalian Strategi   

Evaluasi strategi adalah langkah akhir dalam manajemen strategi 

untuk menilai keberhasilan kebijakan dan memberikan umpan balik untuk 

perbaikan. Wheelen dan Hunger menyarankan tiga elemen utama dalam 

evaluasi: pengukuran kinerja, identifikasi hambatan, dan tindakan korektif. 

Dalam konteks kebijakan larangan penjualan rokok eceran, pengukuran 

kinerja dapat dilakukan dengan memantau tingkat kepatuhan pedagang 

terhadap kebijakan dan dampaknya terhadap prevalensi konsumsi rokok di 

masyarakat. Hambatan yang teridentifikasi, seperti kurangnya pemahaman 

pedagang atau lemahnya pengawasan, dapat dianalisis untuk menemukan 

solusi yang tepat. Berdasarkan hasil evaluasi, tindakan korektif seperti 

peningkatan sosialisasi, alokasi anggaran tambahan, atau pelatihan 

lanjutan bagi aparat pengawas dapat diterapkan. Evaluasi yang sistematis 

memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai 

tujuannya.
38

 

Dengan menerapkan teori Wheelen dan Hunger, Pemerintah Kota 

Metro dapat mengelola kebijakan larangan penjualan rokok eceran secara 
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lebih strategis. Analisis lingkungan memberikan wawasan tentang 

tantangan dan peluang, perumusan strategi menciptakan langkah-langkah 

yang responsif, implementasi strategi memastikan kebijakan dapat berjalan 

secara operasional, dan evaluasi strategi memberikan umpan balik untuk 

perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk 

mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan 

memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan integrasi yang baik, 

kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penurunan prevalensi rokok 

eceran tetapi juga memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara 

keseluruhan.
39

 

C. Teori Strategi Pemerintah Islam Menurut Al-Mawardi 

Al-Mawardi melalui karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyyah menjelaskan 

bahwa strategi daerah harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik 

lokal, kapasitas kelembagaan, serta arah kebijakan nasional. Strategi ini tidak 

hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses partisipatif dan sinergi 

lintas sektor yang berkelanjutan.
40

 

Mawardi mengemukakan bahwa keberhasilan strategi pemerintah 

daerah dalam menghadapi regulasi pusat ditentukan oleh tiga komponen 

utama, yaitu:
41

 

1. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) 
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Strategi ini menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi, 

regulasi internal, serta sistem pelaporan dan pengawasan. Pemerintah 

daerah perlu memastikan bahwa unit pelaksana kebijakan memiliki 

kompetensi teknis, SOP yang jelas, serta jejaring koordinasi yang solid 

antar OPD. Kelembagaan yang kuat menjadi dasar bagi implementasi 

kebijakan yang efektif dan minim resistensi. 

2. Strategi Kepemimpinan (Leadership Strategy) 

Menurut Mawardi, pemimpin daerah memiliki peran sentral dalam 

mendorong perubahan, membangun kepercayaan publik, serta 

menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. 

Pemimpin yang komunikatif, adaptif, dan kolaboratif akan lebih mudah 

memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang berpotensi kontroversial, 

seperti larangan penjualan rokok eceran. 

3. Strategi Kebijakan Publik (Policy Strategy) 

Strategi ini mencakup sinkronisasi kebijakan pusat dengan kondisi 

lokal. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan turunan 

seperti perda, perwali, atau program sosial yang mendukung pelaksanaan 

kebijakan pusat. Tanpa strategi ini, kebijakan pusat kerap gagal diterapkan 

karena tidak kontekstual terhadap budaya dan ekonomi lokal. 

Mawardi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, 

kolaborasi multisektor, serta transparansi dan akuntabilitas dalam strategi 
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pemerintahan. Pendekatan strategis tidak hanya bersifat administratif, 

melainkan juga sosio-politik dan komunikatif.
42

 

Dalam konteks larangan penjualan rokok eceran sebagaimana diatur 

dalam PP No. 28 Tahun 2024, teori Khalid Mawardi menjadi kerangka yang 

relevan untuk mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kota Metro. Melalui 

pendekatan kelembagaan, kepemimpinan, dan kebijakan publik, strategi 

Pemkot Metro dapat dikaji dari sisi keberdayaan internal dan kesesuaian 

eksternal dengan dinamika masyarakat.
43

 

D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Tentang Peraturan 

Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU 

No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan untuk memperkuat sistem 

kesehatan Indonesia dengan mengatur berbagai aspek mulai dari kesehatan 

reproduksi, ketahanan kefarmasian, hingga pengendalian zat adiktif. Dalam 

penelitian ini, salah satu topik yang dibahas peneliti adalah terkait 

pengendalian produk tembakau yang menyentuh kepentingan penjual rokok.
44

 

Secara spesifik, pasal yang menyinggung tentang rokok adalah Pasal 

433 (1) yaitu  Setiap Orang yang memproduksi dan latau mengimpor produk 

tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua 

puluh) batang dalam setiap kemasan. dan Pasal 434 (1) c menyatakan 
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bahwasanya Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok 

elektronik, secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau 

berupa cerutu dan rokok elektronik.  Pasal 433 (1) mengatur larangan menjual 

rokok eceran, yaitu rokok dalam kemasan kurang dari 20 batang. Selain itu, 

Pasal 434 (1) c memperkuat aturan larangan penjualan rokok dalam Setiap 

Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, secara eceran 

satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok 

elektronik.
45

 

E. Proses Dan Elemen Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah 

untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat. Definisi ini 

ditegaskan oleh Dye (1972) yang menyebut kebijakan publik sebagai "segala 

sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". 

Pendekatan ini mencakup keputusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

strategis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Anderson (1975) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan 

pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui prosedur 

administratif atau hukum. Konsep ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik 

merupakan respons langsung pemerintah terhadap isu sosial yang memerlukan 

intervensi.
46
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Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "distribusi 

nilai-nilai dalam masyarakat melalui mekanisme otoritas resmi". Pandangan 

ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan dalam mendistribusikan sumber 

daya dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
47

 Dunn 

(1981) menggambarkan kebijakan publik sebagai proses interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan keputusan yang sah. Dengan 

demikian, kebijakan publik tidak hanya tentang tindakan pemerintah tetapi 

juga melibatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai aktor utama 

kebijakan. 

a. Proses Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn 

William N. Dunn dalam "Public Policy Analysis" menjelaskan 

bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan penting. Tahap 

pertama adalah agenda setting, yang mencakup identifikasi dan prioritas 

masalah yang dianggap penting oleh pemerintah. Agenda setting 

memainkan peran krusial karena menentukan isu mana yang mendapatkan 

perhatian lebih besar dari para pemangku kepentingan. Masalah yang tidak 

masuk agenda akan sulit mendapatkan solusi kebijakan yang tepat.
48

 

Tahap kedua adalah policy formulation, yaitu perumusan alternatif 

solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Tahap ini melibatkan 

partisipasi para ahli, birokrat, dan masyarakat untuk mengembangkan 
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kebijakan yang berbasis bukti. Dunn (1981) menekankan pentingnya data 

dan analisis mendalam dalam tahapan ini untuk menghasilkan kebijakan 

yang efektif dan efisien. Perumusan kebijakan juga harus 

mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
49

 

Tahap ketiga adalah policy adoption, di mana keputusan diambil 

untuk memilih salah satu alternatif kebijakan. Tahap ini biasanya 

melibatkan persetujuan oleh lembaga legislatif atau eksekutif, tergantung 

pada sistem pemerintahan yang berlaku. Adopsi kebijakan membutuhkan 

dukungan politik yang kuat agar dapat diimplementasikan dengan baik. 

Dunn (1981) menjelaskan bahwa tahap ini merupakan penentu 

keberhasilan kebijakan di masa mendatang.
50

 

Tahap keempat adalah policy implementation, yaitu pelaksanaan 

kebijakan yang telah diputuskan. Tahap ini melibatkan penyediaan sumber 

daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. 

Implementasi kebijakan sering kali menjadi tantangan besar karena 

memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap 

aturan yang telah ditetapkan. Dunn menyoroti bahwa kegagalan 

implementasi sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan 

komunikasi yang buruk.
51
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Tahap terakhir adalah policy evaluation, yang bertujuan untuk 

menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini 

mencakup analisis dampak, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan dalam 

jangka panjang. Dunn menekankan pentingnya evaluasi sebagai umpan 

balik untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau mengusulkan kebijakan 

baru. Tahapan ini juga membantu pemerintah memahami apakah 

kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan.
52

 

b. Tiga Elemen Kebijakan Publik 

Elemen pertama dari kebijakan publik adalah masalah publik 

(public issue), yaitu isu-isu yang memengaruhi masyarakat luas dan 

membutuhkan intervensi pemerintah. Identifikasi masalah yang jelas 

sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dirancang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang 

masalah, kebijakan yang dihasilkan bisa saja tidak relevan.
53

 

Elemen kedua adalah tujuan kebijakan (policy goals), yaitu hasil 

yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui implementasi kebijakan. 

Tujuan kebijakan harus dirumuskan dengan spesifik dan realistis agar 

dapat menjadi pedoman dalam setiap tahap kebijakan. Anderson (1975) 

menegaskan bahwa tujuan yang jelas akan membantu dalam mengevaluasi 

keberhasilan kebijakan.
54
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Elemen ketiga adalah instrumen kebijakan (policy instruments), 

yaitu alat atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencapai 

tujuan kebijakan. Contoh instrumen kebijakan meliputi regulasi, insentif 

ekonomi, program pendidikan, dan kampanye sosial. Pemilihan instrumen 

yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat 

berjalan efektif.
55

 

Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn memberikan 

kerangka sistematis untuk menganalisis setiap tahap kebijakan. Tahapan-

tahapan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang 

dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif 

bagi masyarakat. Selain itu, elemen kebijakan publik seperti masalah, 

tujuan, dan instrumen juga menjadi komponen penting dalam keberhasilan 

kebijakan.
56

 Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang proses dan 

elemen kebijakan publik dapat membantu mengevaluasi kesiapan 

Pemerintah Kota Metro dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok eceran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kebijakan (policy research), 

yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap 

masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat 

direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak praktis dalam 

menyelesaikan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang 

berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Dengan demikian 

output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah tingkat aplikabilitas dalam 

pemecahan masalah sosial.
57

 

Penelitian ini menggunakan metode survei langsung, yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk 

mengamati, mencatat, dan mewawancarai responden secara langsung serta 

dokumentasi untuk memperkuat temuan. Pemilihan pedagang dilakukan 

dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria pedagang yang aktif 

menjual rokok eceran di lokasi publik.
58

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat 

                                                             
57

 Nugrahana Fitria Ruhyan, ―Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang 

Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19.‖ 
58

 ―Sampoerna University - Detail,‖ Diakses 23 Desember 2024, 

Https://Www.Sampoernauniversity.Ac.Id/News/Purposive-Sampling-Adalah. 



30 

 

secara langsung59 atau disebut dengan penelitian yang data dan 

informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan.60 Menurut Ishaq, penelitian 

lapangan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

terkait persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.61 Adapun sasaran 

dan lokasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Metro. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. 

Pendekatan normatif-empiris yaitu mengkaji ketentuan normatif peraturan 

perundang-undangan dan melihat pelaksanaan norma hukum di 

masyarakat.62 Muhaimin mendefinisikan penelitian normatif-empiris 

sebagai penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma hukum 

dan penerapan norma hukum dalam prakteknya di masyarakat.63 Peneliti 

menggunakan penelitian ini karena pembahasannya terkait dengan dasar 

hukum diberlakukannya Larangan Menjual Rokok eceran dan 

penerapannya dikota metro. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan 

sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi kesempatan sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Terkait objek yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 
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pada 4 (empat) kelurahan yang ada dikota metro yaitu Yosodadi, 

Iringmulyo, Banjarsari, dan Mulyojati. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian 

yang bertujuan menggambarkan kondisi hukum yang berlaku di suatu 

tempat tertentu, gejala yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi di 

masyarakat.64 Selain itu penelitian deskriptif juga bertujuan untuk 

memecahkan atau menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sedang 

terjadi sekarang. Dengan demikian, penelitian ini bersifat menggambarkan 

secara sistematis terkait fakta dan fenomena mengenai implementasi 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh atau diambil.65 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan di masyarakat. Soerjono Soekanto yang 

memberikan pengertian dari sumber data primer sebagai sumber yang 
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berasal dari perilaku hukum masyarakat.66  Dengan demikian, data ini 

didapat langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan 

melalui penelitian lapangan. Sumber data primer bisa ditemui secara 

secara baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen 

yang selanjutnya diolah peneliti.  

Sumber data primer pada penelitian ini adalah pedagang/toko di 

Kota Metro, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

ini dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan 

responden yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang/toko di Kota Metro. 

Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang beragam dan 

representatif dari pedagang rokok eceran di wilayah penelitian, sehingga 

dapat menggambarkan kebutuhan, pola penggunaan, dan tantangan yang 

dihadapi oleh masing-masing kelompok secara mendalam.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari hasil 

penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan 

dengan bahasan penelitian.
67

 Oleh karena itu, sumber data sekunder 

diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan 
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Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.. Adapun 

bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Ebook, Buku, Jurnal, 

Skripsi, dan berbagai Artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.  

C. Teknis pengumpulan data 

Teknik Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah.68 Dalam 

penelitian, teknik pengumpulan data memegang peranan yang strategis karena 

bertujuan untuk memperoleh data.69 Menurut Ulber Silalahi (2012) 

sebagaimana dikutip oleh Bachtiar pengumpulan data diartikan sebagai suatu 

proses untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik tertentu.70 Adapun 

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab antara dua orang atau lebih secara tatap muka untuk 

mendapatkan informasi.71 Wawancara dimaksudkan dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, responden, 

dan narasumber.72 Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah 

waawancara semi struktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, 
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namun tetap menggunakan pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu. 

Wawancara ini fleksibel dan tidak kaku sehingga tidak menyimpang 

terlalu jauh dari informasi yang peneliti inginkan.73  

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan 

wawancara dengan informan dan narasumber untuk memperoleh data 

penelitian. Para informan dan narasumber tersebut ialah Pemerintah Kota 

Metro, beberapa pedagang dikota metro; dan beberapa konsumen. yang 

akan diwawancarai terkait Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 28 Tahun 

2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 Tentang Kesehatan (Studi Penjual Rokok Eceran Di Kota Metro). 

Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara akan mengacu 

kepada operasional Parameter Parameter Teori Manajemen Strategi 

Wheelen and Hunger, sebagai berikut:
74

 

Tabel 3.1 Operasional Parameter 

Tahap 

Strategi 

Parameter Indikator Sumber data Metode 

pengumpulan 

data 

Analisis 

Lingkungan 

Kekuatan 

(Strengths) 

Adanya regulasi 

yang jelas (PP 

No. 28 Tahun 

2024). 

Dokumen 

kebijakan, 

laporan 

pemerintah 

Studi 

Dokumen 
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  Ketersediaan 

struktur birokrasi 

yang mendukung 

Struktur 

organisasi 

instansi terkait 

Studi dokumen, 

wawancara 

 Kelemahan 

(Weaknesses) 

Keterbatasan 

anggaran dan 

sumber daya 

manusia untuk 

pengawasan. 

Laporan 

keuangan, data 

SDM dari 

instansi 

Studi dokumen, 

wawancara 

  Rendahnya 

pemahaman 

masyarakat 

terhadap 

kebijakan. 

Hasil survei 

masyarakat 

Survei, 

wawancara 

 Peluang 

(Opportunities) 

Dukungan dari 

organisasi 

masyarakat sipil. 

Data kerjasama 

dengan 

lembaga/organis

asi 

Studi dokumen, 

wawancara 

  Kesadaran 

masyarakat 

terhadap bahaya 

rokok meningkat. 

Data survei atau 

laporan dari 

dinas kesehatan 

Studi dokumen 

 Ancaman 

(Threats) 

Resistensi dari 

pedagang kecil. 

Hasil survei 

pedagang 

Survei, 

wawancara 

  Kebiasaan Data survei Survei 
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masyarakat 

membeli rokok 

eceran yang sulit 

diubah. 

perilaku 

masyarakat 

Perumusan 

Strategi 

Kolaborasi Pelibatan 

pemangku 

kepentingan 

(dinas, organisasi 

masyarakat, 

asosiasi 

pedagang). 

Laporan hasil 

forum 

koordinasi 

Studi dokumen, 

wawancara 

 

  Kesepakatan 

kolaboratif untuk 

mendukung 

kebijakan. 

Notulen rapat 

atau dokumen 

kerjasama 

Studi dokumen 

 

 

 Sosialisasi Adanya rencana 

komunikasi yang 

terstruktur. 

Dokumen 

rencana 

sosialisasi 

Studi dokumen 

 

  Penyebaran 

informasi melalui 

media cetak, 

digital, dan tatap 

muka. 

Laporan 

kegiatan 

sosialisasi 

Studi dokumen, 

wawancara 

 Penguatan 

Regulasi 

Adanya peraturan 

daerah sebagai 

Dokumen perda 

yang 

Studi dokumen 
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pelengkap PP No. 

28 Tahun 2024. 

mendukung 

  Pedoman teknis 

untuk pelaksana 

kebijakan. 

SOP dan 

pedoman teknis 

 

 

Studi dokumen 

 Insentif 

Ekonomi 

Pelatihan 

keterampilan bagi 

pedagang kecil 

untuk 

diversifikasi 

usaha. 

Laporan 

pelaksanaan 

pelatihan 

 

Studi dokumen, 

wawancara 

 

 

  Pemberian 

insentif keuangan 

kepada pedagang 

yang patuh. 

Dokumen 

alokasi anggaran 

 

 

 

Studi dokumen 

 

 

 

Implementasi 

Strategi 

Koordinasi Tingkat 

koordinasi 

antarinstansi 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan. 

Laporan rapat 

koordinasi 

Studi dokumen, 

wawancara 

 

 

 

  Adanya tim 

pengawas lintas 

 

Struktur tim 

Studi dokumen 
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instansi. pelaksana   

 Alokasi 

Sumber Daya 

Anggaran yang 

mencukupi untuk 

pengawasan dan 

sosialisasi. 

Laporan alokasi 

anggaran 

Studi dokumen 

  Pemanfaatan 

teknologi untuk 

memantau 

pelanggaran. 

Dokumentasi 

penggunaan 

aplikasi laporan 

masyarakat 

Studi dokumen, 

wawancara 

 Penegakan 

Hukum 

Jumlah 

pelanggaran yang 

ditindak sesuai 

prosedur. 

Laporan 

pengawasan dan 

penindakan 

Studi dokumen, 

wawancara 

  Penerapan sanksi 

yang konsisten 

terhadap 

pelanggar 

kebijakan. 

Data kasus 

penindakan 

Studi dokumen 

Evaluasi 

Strategi 

Pengukuran 

Kinerja 

Tingkat 

kepatuhan 

pedagang 

terhadap larangan 

penjualan rokok 

eceran. 

Laporan survei, 

data monitoring 

kepatuhan 

Survei, 

wawancara 

  Dampak Data survei Studi dokumen 
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kebijakan 

terhadap 

penurunan 

prevalensi 

merokok di 

masyarakat. 

kesehatan 

masyarakat 

 

 Identifikasi 

Hambatan 

Faktor-faktor 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan. 

Laporan hasil 

evaluasi instansi 

terkait 

 

Studi dokumen, 

wawancara 

  Solusi yang 

diajukan untuk 

mengatasi 

hambatan. 

Notulen rapat 

evaluasi 

Studi dokumen 

 

 Tindakan 

Korektif 

Rencana 

perbaikan 

kebijakan 

berdasarkan hasil 

evaluasi. 

Dokumen tindak 

lanjut evaluasi 

Studi dokumen 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi menurut definisi Arikunto (2020), sebagaimana 

dikutip Zuchri Abdussamad ialah mencari informasi terkait suatu hal, yang 

mana informasi tersebut berasal dari, surat kabar, transkrip, majalah kabar, 

majalah, notulen, prasasti dan sebagainya.75  

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diartikan sebagai menelaah hasil penelitian atau 

pengolahan data terhadap teori-teori yang dipilih sebelumnya dalam kerangka 

teori.76 Menurut Bogdan, analisis data dimaknai sebagai proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami 

dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data  

diawali dengan menganalisis bahan hukum sekunder secara normatif 

berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi lapangan dan 

data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Menurut 

Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.77 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan merangkum dan memilih hal-hal 

pokok, yang kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga 

akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.78 

2. PenyajianData 

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis 

data. Penyajian data pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi 

untuk mempermudah proses memahami dan merencanakan hal 

selanjutnya.79 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan merupakan hal yang belum pernah ada dan belum 

pernah ditemukan. Temuannya ini dapat berupa gambaran objek yang 

masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas 

kebenarannya.
80 

E. Teknik Validasi Data 

Teknik validasi data ini menggunakan Triangulasi data adalah 

teknik penting dalam penelitian untuk memastikan validitas dan reliabilitas 

hasil dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau perspektif 

analisis. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi bias, memperkaya data, 

dan memperkuat keandalan temuan penelitian. Dalam penerapannya, 

triangulasi melibatkan pendekatan yang sistematis untuk membandingkan 
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atau menggabungkan informasi dari berbagai sudut pandang sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam.
81

 

Triangulasi data dapat dilakukan melalui beberapa jenis 

pendekatan. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber 

informasi, seperti wawancara dengan kelompok yang berbeda, dokumen 

resmi, atau observasi langsung, untuk memastikan konsistensi data yang 

diperoleh. Triangulasi metode mengacu pada pengumpulan data 

menggunakan lebih dari satu metode, seperti survei, wawancara, dan 

observasi, guna memperkaya data dan memperkuat hasil. Triangulasi 

peneliti melibatkan beberapa peneliti dalam proses pengumpulan atau 

analisis data untuk mengurangi subjektivitas dan meningkatkan 

objektivitas. Triangulasi teori memanfaatkan berbagai perspektif teoretis 

dalam menginterpretasikan data untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam. Sementara itu, triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data 

pada waktu yang berbeda untuk mengamati konsistensi hasil dari waktu ke 

waktu.
82

 

Dalam konteks penelitian, langkah-langkah implementasi 

triangulasi data harus dijelaskan secara rinci dalam bagian metode. Peneliti 

perlu merancang strategi triangulasi dengan memilih jenis triangulasi yang 

paling relevan dengan tujuan penelitian. Setiap metode atau sumber yang 

digunakan harus dijelaskan secara komprehensif, termasuk bagaimana data 

akan dibandingkan atau digabungkan untuk memastikan konsistensi dan 
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memperkaya wawasan. Selain itu, alat dan prosedur pengumpulan data 

yang digunakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

validasi silang antar metode atau sumber. Dalam analisis data, peneliti 

perlu mengintegrasikan hasil dari berbagai pendekatan untuk memberikan 

gambaran yang lebih holistik dan kredibel. 

Penggunaan triangulasi data memiliki beberapa manfaat 

penting. Pertama, teknik ini meningkatkan validitas penelitian dengan 

membantu mengonfirmasi hasil melalui perbandingan dari berbagai sudut 

pandang. Kedua, triangulasi data memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang 

diteliti melalui pendekatan multi-perspektif. Ketiga, teknik ini 

meminimalkan risiko bias, baik yang disebabkan oleh subyektivitas 

peneliti maupun keterbatasan metode pengumpulan data tertentu. Dengan 

demikian, triangulasi data merupakan elemen yang sangat penting untuk 

memastikan kredibilitas penelitian serta memberikan hasil yang dapat 

diandalkan dan dapat direplikasi.
83
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Profil  Kota Metro 

1. Letak Geografis 

Kota Metro terletak di Provinsi Lampung, tepatnya di bagian 

tengah wilayah kabupaten tersebut. Dengan luas 68,74 km², kota ini 

memiliki posisi strategis, dikelilingi oleh Kabupaten Lampung Tengah, 

yang memungkinkannya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. 

Topografi Kota Metro sebagian besar berupa dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata 40 meter di atas permukaan laut, menjadikannya 

cocok untuk kegiatan agraris seperti pertanian dan perkebunan. Secara 

administratif, Kota Metro terbagi menjadi lima kecamatan: Metro Pusat, 

Metro Utara, Metro Selatan, Metro Timur, dan Metro Barat. Letaknya 

yang berada di lintasan jalan provinsi juga mendukung konektivitas yang 

baik ke daerah lain, seperti Bandar Lampung dan Tulang Bawang. Iklim 

tropis dengan curah hujan sedang memberikan stabilitas musim tanam dan 

mendukung keberlanjutan ekosistem agraris di wilayah ini. Semua faktor 

geografis ini memberikan Kota Metro potensi besar untuk berkembang 

sebagai pusat perdagangan dan agribisnis.
84

 

Sebagai pusat pendidikan di Lampung, letak geografis Kota 

Metro turut mendukung aksesibilitas yang mudah bagi para pelajar dari 

berbagai daerah di sekitar Lampung. Jaringan transportasi yang 
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terintegrasi dengan jalan provinsi membuat kota ini menjadi tujuan utama 

untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pengelolaan ruang 

terbuka di Kota Metro menjadi salah satu kekuatan geografisnya, dengan 

banyak ruang hijau yang tersedia untuk rekreasi dan kegiatan publik. 

Namun, perlu diakui bahwa urbanisasi yang terjadi belakangan ini mulai 

menekan lahan hijau yang ada. Pemerintah kota telah memulai beberapa 

program tata ruang untuk mempertahankan keseimbangan antara 

pembangunan dan konservasi lingkungan. Perencanaan berbasis 

lingkungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ruang kota yang dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan. 

Dalam hal ini, letak geografis Kota Metro menjadi aset penting yang perlu 

dioptimalkan secara terintegrasi.
85

 

Secara keseluruhan, letak geografis Kota Metro memberikan 

berbagai keuntungan strategis untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, 

dan infrastruktur. Lokasi yang terhubung dengan wilayah lain 

memudahkan interaksi dan distribusi barang, jasa, serta pengetahuan. 

Potensi ini perlu terus didukung dengan perencanaan kota yang matang 

untuk memastikan pertumbuhan yang merata di semua kecamatan. 

Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menjaga lingkungan 

geografis Kota Metro tetap kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. 

Selain itu, optimalisasi wilayah-wilayah strategis seperti jalur perdagangan 

dan pendidikan menjadi langkah kunci dalam mendorong Kota Metro 
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sebagai pusat unggulan di Provinsi Lampung. Dengan strategi yang 

terarah, Kota Metro memiliki peluang besar untuk terus berkembang 

secara berkelanjutan.
86

 

2.  Penduduk 

Kota Metro memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang, 

mencapai lebih dari 165.000 jiwa berdasarkan data terkini. Penduduknya 

terdiri dari beragam etnis, termasuk Lampung, Jawa, Sunda, Bali, dan 

kelompok etnis lainnya, yang hidup harmonis dalam suasana multikultural. 

Komposisi demografi ini mencerminkan keberagaman sosial yang menjadi 

ciri khas Kota Metro. Mayoritas penduduk berusia produktif, dengan 

tingkat pendidikan yang relatif tinggi, berkat aksesibilitas ke institusi 

pendidikan di wilayah ini. Selain itu, banyak penduduk yang bekerja di 

sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan jasa, yang menjadi pilar 

utama perekonomian kota. Keberadaan kelompok usia produktif yang 

signifikan ini memberikan peluang besar bagi Kota Metro untuk terus 

tumbuh sebagai kota yang dinamis. Namun, tantangan seperti peningkatan 

kebutuhan akan lapangan kerja dan fasilitas sosial perlu diantisipasi untuk 

menjaga stabilitas sosial ekonomi.
87

 

Pertumbuhan penduduk di Kota Metro sebagian besar didorong 

oleh urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitarnya. Banyak orang pindah 

ke kota ini untuk mencari pendidikan, pekerjaan, atau kualitas hidup yang 
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lebih baik. Akibatnya, permintaan akan perumahan dan infrastruktur 

publik meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, 

pemerintah Kota Metro telah merancang kebijakan yang mendukung 

penyediaan hunian layak dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan transportasi.
88

 Salah satu program unggulan adalah pembangunan 

perumahan berbasis komunitas yang ramah lingkungan, untuk 

mengakomodasi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Dalam hal ini, 

pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota menjadi penting untuk 

memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan 

pengelolaan yang tepat, pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan 

yang memperkuat daya saing Kota Metro sebagai pusat pembangunan 

regional.
89

 

Keberagaman dan dinamika penduduk Kota Metro juga 

memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya di 

wilayah ini. Tradisi lokal, seperti adat Lampung, berpadu dengan budaya 

pendatang, menciptakan atmosfer yang unik dan inklusif. Kegiatan sosial, 

seperti pasar malam dan festival budaya, sering kali menjadi sarana untuk 

mempererat hubungan antarkelompok masyarakat. Namun, keberagaman 

ini juga memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam menjaga harmoni 

sosial. Pemerintah kota perlu terus mempromosikan dialog antarbudaya 

melalui program pendidikan dan kegiatan komunitas. Dengan pendekatan 
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yang inklusif, penduduk Kota Metro dapat terus hidup berdampingan 

secara harmonis, mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif 

untuk perkembangan kota.
90

 

B. Strategi Pemerintah Kota Metro Terhadap Persiapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 

Berdasarkan teori Al-Mawardi, strategi Pemerintah Kota Metro dalam 

menghadapi implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat dianalisis melalui 

tiga pilar utama: kelembagaan, kepemimpinan, dan kebijakan publik.
91

  

1. Analisis Strategi Kelembagaan 

Pemerintah Kota Metro belum membentuk struktur pelaksana 

melalui dinas-dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, 

dan Satpol PP. Namun, dan juga belum terdapat peraturan daerah turunan 

atau instrumen kelembagaan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan 

PP No. 28 Tahun 2024. Selain itu, tidak adanya sistem pemantauan 

terpadu atau basis data pedagang rokok menjadi kelemahan strategis. 

Rekomendasi berdasarkan pendekatan Mawardi adalah penguatan 

lembaga pelaksana dengan SOP yang terintegrasi, sistem data pedagang 

berbasis aplikasi, serta pelibatan perangkat kelurahan sebagai pengawas 

lini depan. 

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Metro belum memiliki 

regulasi turunan yang mengikat, seperti Perda atau Peraturan Wali Kota 
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yang secara eksplisit mengatur larangan penjualan rokok eceran. Hal ini 

menunjukkan kesiapan kelembagaan yang masih lemah, meskipun 

koordinasi antar instansi mulai dilakukan. 

―Kami belum memiliki Perda atau Perwali khusus tentang larangan 

rokok eceran, namun sedang dalam pembahasan,‖
92

 

Selain itu, belum tersedia SOP teknis, sistem pengawasan yang 

terintegrasi, maupun database pedagang rokok eceran. Ini menunjukkan 

bahwa penguatan struktur dan prosedur internal masih menjadi tantangan 

utama. Dalam perspektif Mawardi, kelembagaan yang tidak dibarengi 

dengan sistem yang terstruktur akan menghambat proses implementasi 

kebijakan secara maksimal.
93

 

2. Analisis Strategi Kepemimpinan 

Pemerintah Kota Metro telah menunjukkan komitmen melalui 

rancangan strategi pengendalian tembakau. Namun, belum ditemukan 

kebijakan berbasis pendekatan partisipatif, terutama terhadap kelompok 

rentan yang terdampak seperti pedagang kecil. Kepemimpinan yang hanya 

bersifat top-down berpotensi menimbulkan resistensi, seperti yang 

ditemukan dalam hasil wawancara dengan para pedagang. 

Mawardi menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif, di 

mana kepala daerah membangun dialog publik, melakukan pendekatan 

persuasif, dan menyusun komunikasi strategis yang inklusif terhadap 
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kelompok masyarakat terdampak. Ini penting agar kebijakan diterima 

bukan hanya secara formal, tetapi juga secara sosial.
94

 

Kepemimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mengarahkan 

pelaksanaan kebijakan pusat. Wali Kota Metro dan OPD terkait telah 

menyatakan dukungan terhadap PP No. 28 Tahun 2024. Namun, belum 

terlihat adanya pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan 

komunikatif kepada masyarakat terdampak, khususnya para pedagang 

kecil. 

―Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan. Kalau dilarang, ya kami 

bingung harus jual apa lagi, menjual rokok eceran mendapatkan untuk 

yang lebih banyak.‖
95

 

Menurut Mawardi, strategi kepemimpinan yang kuat seharusnya 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial: 

membangun komunikasi dua arah, menciptakan rasa aman bagi 

masyarakat terdampak, serta membuka ruang dialog.
96

 

3. Analisis Strategi Kebijakan Publik Lokal 

Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Wali Kota atau Perda 

yang menjabarkan larangan penjualan rokok eceran secara rinci. 

Akibatnya, terdapat celah implementasi karena PP No. 28 Tahun 2024 

tidak serta-merta dapat diterapkan tanpa payung hukum lokal. 
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Dalam pandangan Mawardi, hal ini merupakan kelemahan strategi 

kebijakan publik. Pemerintah daerah perlu segera menyusun kebijakan 

turunan, baik dalam bentuk perda, surat edaran, maupun program bantuan 

bagi pedagang terdampak.
97

 

Belum adanya kebijakan publik lokal yang mengadaptasi PP No. 

28 Tahun 2024 menunjukkan kesenjangan antara regulasi pusat dan 

implementasi daerah. Sampai saat wawancara dilakukan, pemerintah 

daerah belum menyusun Perda, surat edaran, maupun program alternatif 

bagi pedagang. 

―Saat ini kami belum memiliki Perda atau Perwali khusus, tetapi 

sudah mulai dibahas,‖
98

 

 ―Kalau tidak boleh jual eceran, jualan saya bisa sepi. Anak-anak 

muda suka beli satuan, bukan bungkus,‖
99

 

Mawardi menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif harus 

disesuaikan dengan kondisi lokal. Tanpa adanya penyesuaian tersebut, 

kebijakan pusat hanya akan menjadi beban baru tanpa efek implementatif 

di lapangan.
100
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C. Klasifikasi Temuan 

Berikut adalah tabel klasifikasi temuan berdasarkan wawancara: 

Tabel 4.2 Klasifikasi Temuan Hasil Wawancara 

No Informan Kutipan Wawancara Analisis Teori 

1 Dinas Kesehatan 

 

 

"Belum ada perda 

turunannya, kami masih 

tunggu arahan Kepala 

Dinas." 

Lemahnya kesiapan 

kelembagaan 

2 Pemkot Bagian 

Hukum 

 

"Kami belum menerima 

surat resmi ataupun 

komunikasi dari dinas 

kesehatan untuk 

bertindak merancangkan 

peraturan turunan." 

Kepemimpinan 

pasif, tidak langsung  

3 Pemilik Warung 

 

"Saya belum tahu kalau 

jual rokok eceran itu 

dilarang." 

Minim sosialisasi 

lemahnya 

implementasi 

4 Tokoh Masyarakat "Harusnya ada 

penyuluhan lewat tokoh 

agama atau kampung." 

Pemimpin belum 

bangun koalisi lokal 

5 Konsumen  

 

"Saya beli ecer karena 

murah dan praktis." 

Kebijakan belum 

menyentuh perilaku 

pengguna 
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D. Analisis Berdasarkan Teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger 

1. Analisis Lingkungan Strategis 

Analisis lingkungan strategis merupakan langkah awal yang 

penting untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang 

memengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 

di Kota Metro. Menurut Andy Yulianie Barus Pemerintah Kota Metro 

memiliki kekuatan berupa legitimasi regulasi yang kuat melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang 

Kesehatan, yang mengatur secara spesifik larangan penjualan rokok 

eceran.
101

  Kerangka hukum yang jelas ini menjadi landasan penting untuk 

mendorong kepatuhan pedagang terhadap kebijakan. Selain itu, dukungan 

birokrasi dari instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan 

SATPOL PP memperkuat upaya koordinasi lintas sektor dalam 

implementasi kebijakan.
102

   

Menurut Budi Kurniawati di sisi lain, beberapa kelemahan 

menghambat keberhasilan kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman 

petugas pengawas di lapangan. Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan 

banyak pedagang kecil di Kota Metro belum memahami aturan baru yang 

diterapkan. Selain itu, pendekatan satu arah tanpa melibatkan dialog 
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dengan masyarakat menjadi kelemahan lain yang berpotensi mengurangi 

efektivitas implementasi.
103

 

Peluang besar yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya 

kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok, terutama di kalangan 

generasi muda. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan media lokal 

juga membuka peluang untuk memperluas kampanye kesehatan yang 

relevan dengan kebijakan ini. Selain itu, kemajuan teknologi memberikan 

peluang untuk menciptakan sistem pemantauan yang lebih efisien melalui 

aplikasi pelaporan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.   

Namun, ancaman yang dihadapi juga tidak dapat diabaikan. 

Resistensi pedagang kecil menjadi salah satu ancaman terbesar, mengingat 

penjualan rokok eceran memberikan keuntungan signifikan bagi mereka. 

Selain itu, kebiasaan masyarakat membeli rokok secara eceran karena 

alasan ekonomi  menjadi tantangan yang sulit diubah dalam waktu singkat. 

Dengan mempertimbangkan faktor ini, analisis lingkungan strategis 

memberikan gambaran yang menyeluruh untuk merancang langkah-

langkah implementasi yang lebih efektif.
104

  

Hasil analisis lingkungan strategis menunjukkan pentingnya 

pendekatan yang adaptif dan inklusif. Pemerintah Kota Metro perlu 

merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan 

tetapi juga pada pendampingan masyarakat. Pendekatan ini 
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memungkinkan kebijakan untuk lebih diterima dan diimplementasikan 

secara efektif di lapangan. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman larangan penjualan rokok 

eceran, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan utama, 

yaitu menurunkan prevalensi merokok di Kota Metro.   

2. Perumusan Strategi 

 Perumusan strategi adalah proses pengembangan rencana jangka 

panjang yang bertujuan untuk mengelola secara efektif peluang dan 

ancaman dalam lingkungan eksternal, dengan memfokuskan pada 

kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Proses ini mencakup 

penetapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi.
105

 

Menurut Budi Kurniawati dalam perumusan strategi, Pemerintah 

Kota Metro mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas-dinas terkait, organisasi 

masyarakat sipil, dan asosiasi pedagang kecil. Sosialisasi menjadi fokus 

utama, yang dirancang melalui media lokal, seminar, kampanye digital, 

dan dialog langsung dengan pedagang dan masyarakat. Upaya ini 

bertujuan meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap 

kebijakan ini
106

 

Pemerintah juga berencana memperkuat regulasi melalui 

penyusunan kebijakan pemerintah kota metro yang mendukung 
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pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga memberikan legitimasi 

tambahan di tingkat lokal. Strategi lain yang dirumuskan adalah pemberian 

insentif ekonomi kepada pedagang kecil yang terdampak kebijakan ini. 

Insentif tersebut berupa pelatihan keterampilan alternatif dan bantuan 

modal usaha untuk mendorong diversifikasi usaha mereka. Dengan cara 

ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pedagang kecil pada 

penjualan rokok eceran. Program ini juga mencakup pelatihan intensif 

tentang manajemen usaha untuk membantu mereka beradaptasi dengan 

perubahan pasar.  Teknologi juga diintegrasikan melalui penerapan Dasbor 

EMONEF KTR, yang memungkinkan pemantauan kepatuhan pedagang 

secara real-time, memberikan data berbasis bukti untuk evaluasi kebijakan 

yang lebih efektif.
107

   

GAMBAR4.1 DASBORD EMONEF KTR 

Dasbord E-KTR oleh Dinas Kesehatan Kota Metro 

Di akses pada 3 Januari 2025, https://ktr.kemkes.go.id/  
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Perumusan strategi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang 

berbasis bukti dan responsif terhadap kondisi lokal. Dengan melibatkan 

semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa strategi ini 

mendukung kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Metro 

menunjukkan komitmennya untuk mengatasi tantangan kesehatan 

masyarakat yang kompleks. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan 

tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, serta memberikan dampak positif 

bagi kesehatan.   

3. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi adalah proses di mana rencana strategi 

diubah menjadi tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan organisasi. 

Proses ini melibatkan pengorganisasian sumber daya, penyusunan 

anggaran, kebijakan pembuatan, dan koordinasi aktivitas organisasi. 

Implementasi strategi memerlukan komitmen dari semua pihak dalam 

organisasi, termasuk pemimpin, manajer, dan karyawan, untuk 

memastikan keberhasilan pelaksanaannya.
108

 

Implementasi strategi dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu 

sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Andy Yulianie 

Barus dalam tahap sosialisasi, Pemerintah Kota Metro berfokus pada 

pendekatan kepada masyarakat terutama kepada pedagang di kota Metro. 

Sosialisasi dilakukan melalui seminar, sosialisasi di lapangan, dan 

kampanye di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi 
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muda tentang bahaya rokok. Pemerintah juga menggunakan media sosial 

untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
109

   

Menurut Budi Kurniawati pengawasan kebijakan dilakukan dengan 

membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas 

Perdagangan, dan Satpol PP. Tim ini bertanggung jawab untuk memantau 

kepatuhan pedagang terhadap larangan penjualan rokok eceran. 

Pengawasan juga didukung oleh masyarakat melalui sistem pelaporan 

yang direncanakan akan menggunakan aplikasi berbasis digital. Dengan 

teknologi ini, pemerintah berharap dapat merespons laporan pelanggaran 

dengan lebih cepat dan efektif.
110

   

Pada tahap penegakan hukum, pemerintah menekankan pentingnya 

konsistensi dalam memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi yang 

diberikan mencakup denda administratif dan pencabutan izin usaha bagi 

pedagang yang melanggar secara berulang. Namun, pemerintah juga 

memberikan waktu transisi bagi pedagang kecil untuk menyesuaikan diri 

dengan aturan baru ini. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa 

kebijakan diterapkan secara adil dan tidak memberatkan.   

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada 

sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang 

terkoordinasi dan responsif, diharapkan kebijakan ini tidak hanya 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok tetapi juga 
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menciptakan lingkungan yang mendukung pengurangan prevalensi 

merokok secara berkelanjutan.   

A. Kendala Dan Tantangan Implementasi 

1. Kendala Internal 

Kendala Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam 

organisasi itu sendiri. Faktor-faktor internal ini meliputi masalah 

seperti keterbatasan sumber daya (baik manusia, finansial, maupun 

teknologi), struktur organisasi yang tidak efektif, budaya organisasi 

yang kurang mendukung perubahan, serta kurangnya koordinasi 

dan komunikasi antar departemen yang bisa menghambat 

pelaksanaan strategi.
111

 

Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro 

menghadapi beberapa kendala internal yang signifikan. Menurut 

Andy Yulianie Barus salah satu kendala kurangnya pemahaman di 

kalangan pegawai pemerintah terkait kebijakan ini juga menjadi 

masalah yang harus diselesaikan. Banyak pegawai yang belum 

sepenuhnya memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini, 

sehingga kurang mampu menjelaskan kebijakan tersebut kepada 

masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya program pelatihan 

internal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan.
112
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Kendala internal ini menunjukkan perlunya upaya 

peningkatan kapasitas internal pemerintah Kota Metro, dari segi 

pelatihan. Dengan mengatasi kendala ini, efektivitas penerapan 

kebijakan diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan . 

2. Kendala Eksternal 

Di luar kendala internal, resistensi pedagang kecil menjadi 

tantangan eksternal terbesar dalam implementasi kebijakan ini. 

Pedagang kecil sering kali menganggap larangan penjualan rokok 

yang dijual sebagai ancaman terhadap niat buruk untuk mereka. 

Menurut Aldi salah satu pedagang di Kota Metro berpendapat 

bahwa tindakan ini akan mengurangi pendapatan mereka, 

mengingat sebagian besar pelanggan mereka lebih suka membeli 

rokok secara eceran karena harganya lebih terjangkau.
113

 

Menurut Bayu Pamungkas salah satu konsumen sekaligus 

masyarakat Kota Metro kebiasaan membeli rokok yang dijual 

bebas karena alasan ekonomi juga menjadi tantangan besar. Bagi 

banyak konsumen, terutama dari kelompok rendah, membeli rokok 

dalam jumlah kecil merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan 

daya beli mereka. Ini Perilaku sudah menjadi kebiasaan yang sulit 

diubah, meskipun pemerintah telah melakukan kampanye untuk 

meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok.
114
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Menurut Andy Yulianie Barus selain itu, kurangnya 

dukungan dari masyarakat luas juga menjadi kendala eksternal 

yang signifikan. Meskipun beberapa organisasi masyarakat sipil 

mendukung kebijakan ini, sebagian besar masyarakat masih belum 

sepenuhnya memahami pentingnya larangan ini. Dukungan sosial 

yang minimal membuat resistensi terhadap kebijakan semakin sulit 

diatasi, terutama di kalangan pedagang kecil.
115

 

Menurut Budi Kurniawati pengaruh iklan dan promosi rokok 

yang masih cukup besar juga menjadi faktor eksternal yang 

menghambat implementasi kebijakan. Promosi yang dilakukan oleh 

produsen rokok membuat produk ini tetap menarik bagi 

masyarakat, sehingga aksesibilitas rokok menjadi sulit dikurangi. 

Pemerintah perlu mengatasi pengaruh ini dengan memperkuat 

regulasi yang membatasi promosi produk tembakau.
116

 

Secara keseluruhan, kendala eksternal ini memerlukan 

pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Pemerintah perlu 

memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan menyediakan 

solusi yang realistis bagi pedagang kecil untuk mengurangi 

resistensi terhadap kebijakan ini. 

4. Evaluasi Strategi 

Teori Manajemen Strategi menurut Wheelen dan Hunger 

merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan, 
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menerapkan, dan mengevaluasi strategi dalam suatu organisasi.
117

 Teori ini 

menekankan pentingnya proses strategis yang berfokus pada analisis 

lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta perumusan strategi yang 

dapat mengoptimalkan potensi organisasi dalam mencapai tujuan jangka 

panjang. Proses ini melibatkan pengawasan dan penilaian terhadap 

efektivitas strategi yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah strategi yang diterapkan telah memberikan hasil yang 

diinginkan, dan jika tidak, organisasi perlu melakukan penyesuaian atau 

perubahan.
118

 

Andy Yulianie Barus Evaluasi strategi dalam implementasi PP 

Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro menunjukkan bahwa kebijakan ini 

telah memberikan dampak awal yang positif, meskipun masih ada ruang 

untuk perbaikan. Tingkat pemahaman pedagang terhadap kebijakan ini 

dapat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan. Untuk itu, 

pengawasan secara berkala perlu dilakukan untuk memantau perubahan 

pola konsumsi rokok di masyarakat dan tingkat pemahaman pedagang 

terhadap aturan baru ini. Evaluasi ini harus mencakup analisis dampak 

sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk memberikan gambaran yang 

menyeluruh tentang efektivitas kebijakan.
119
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Terhadap permasalahan strategi penjualan rokok eceran peneliti 

merekomendasikan rekomendasi pertama adalah Strategi lain yang 

dirancang adalah membangun kemitraan dengan sektor swasta, terutama 

toko modern, untuk memastikan bahwa mereka menjadi contoh dalam 

mematuhi aturan ini. Toko modern dapat berfungsi sebagai model dalam 

menjual rokok hanya dalam kemasan utuh, sehingga memberikan tekanan 

sosial kepada pedagang kecil untuk mengikuti praktik serupa. Dengan 

melibatkan berbagai pihak, strategi yang dirumuskan diharapkan lebih 

inklusif dan relevan dengan kebutuhan lokal.
120

 

Rekomendasi kedua adalah memperkuat program pelatihan 

keterampilan dan pemberian insentif ekonomi bagi pedagang kecil. 

Program ini harus dirancang untuk membantu pedagang beralih ke sumber 

pendapatan yang lebih berkelanjutan, sehingga resistensi terhadap 

kebijakan dapat diminimalkan. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan 

lembaga pelatihan dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan yang 

relevan dan berkualitas.
121

 

Rekomendasinya adalah meningkatkan koordinasi antarinstansi 

terkait ketiga, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP, 

untuk memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dilakukan 

secara konsisten. Pemerintah juga perlu membentuk tim lintas evaluasi 
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sektor yang dapat memberikan umpan balik secara berkala mengenai 

efektivitas kebijakan ini dan memberikan rekomendasi perbaikan .
122

 

Dengan evaluasi dan implementasi rekomendasi ini, kebijakan 

larangan penjualan rokok yang dijual bebas dapat memberikan dampak 

yang lebih besar dalam menurunkan prevalensi merokok dan memperbaiki 

kualitas kesehatan masyarakat di Kota Metro. Pendekatan yang strategis 

dan inklusif ini juga diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang 

berkelanjutan.
123

 

5. Dampak Kebijakan 

Dampak kebijakan dalam konteks manajemen strategi, khususnya 

menurut teori Wheelen dan Hunger, merujuk pada efek yang ditimbulkan 

oleh keputusan strategis yang diambil oleh organisasi. Kebijakan ini 

mencakup keputusan terkait arah strategis, struktur organisasi, alokasi 

sumber daya, serta pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan 

eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan regulator. Dampak kebijakan 

dapat dilihat dalam beberapa aspek, baik dari segi internal organisasi 

maupun dalam hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal.
124

 

Menurut Andy Yulianie Barus penerapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan di Kota Metro diharapkan 
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membawa dampak positif yang signifikan, baik dari sisi kesehatan 

masyarakat maupun pengelolaan sosial-ekonomi. Dari perspektif 

kesehatan, kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi perokok, 

terutama di kalangan remaja. Penurunan aksesibilitas rokok melalui 

larangan penjualan secara eceran yang diproyeksikan dapat mengurangi 

konsumsi rokok pada kelompok usia produktif. Dalam jangka panjang, ini 

akan membantu menurunkan angka kejadian penyakit tidak menular 

seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke, yang merupakan 

penyebab utama kematian di Indonesia.
125

 

Andy Yulianie Barus Selain itu, dampak sosial dari kebijakan ini 

mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan 

pengurangan paparan asap rokok di ruang publik. Kampanye yang 

dilakukan bersamaan dengan implementasi kebijakan ini telah membantu 

perluasan pemahaman tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh 

rokok. Dengan demikian, diharapkan perubahan budaya terjadi, di mana 

konsumsi rokok tidak lagi menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial, 

terutama di kalangan remaja dan masyarakat.
126

 

Andy Yulianie Barus Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak 

ekonomi, khususnya bagi pengusaha kecil yang menggantungkan 

pendapatan mereka pada penjualan rokok eceran. Larangan ini berpotensi 

menurunkan pendapatan mereka, yang sebagian besar berasal dari 

penjualan rokok per batang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil 
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langkah untuk memitigasi dampak ekonomi ini melalui pelatihan 

keterampilan baru, bantuan modal usaha, atau insentif ekonomi lainnya. 

Dengan cara ini, pedagang kecil dapat beralih ke sumber pendapatan lain 

yang lebih berkelanjutan.
127

 

Secara keseluruhan, dampak kebijakan ini akan sangat bergantung 

pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah dalam 

mengatasi resistensi dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, 

kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial yang 

signifikan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara 

keseluruhan di Kota Metro.
128

 

Analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori strategi 

manajemen Wheelen dan Hunger menunjukan bahwa pendekatan 

sistematis yang terdiri dari analisis lingkungan, penelitian strategi, 

implementasi, dan evaluasi sangat relevan dalam konteks ini. Pada tahap 

analisis lingkungan, Pemerintah Kota Metro telah berhasil 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait 

dengan kebijakan ini. Kerangka regulasi yang kuat dan dukungan 

organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan utama, sedangkan resistensi 

pedagang kecil dan kebiasaan masyarakat membeli rokok eceran menjadi 

ancaman yang perlu diatasi.
129
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Dalam pembahasan strategi, teori Wheelen dan Hunger 

menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti. 

Pemerintah Kota Metro telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk dinas-dinas terkait, organisasi masyarakat, dan pedagang kecil, 

untuk memastikan bahwa strategi yang dirancang dapat diterima oleh 

semua pihak. Langkah seperti penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk 

mendukung kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya 

memperkuat landasan hukum dan kebijakan operasional ini.
130

 

Tahap implementasi juga sesuai dengan prinsip Wheelen dan 

Hunger yang menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dan 

alokasi sumber daya yang memadai. Pemerintah Kota Metro telah 

membentuk tim lintas sektor untuk mengawasi kebijakan pelaksanaan, 

meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal anggaran dan kapasitas 

pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi untuk mendukung 

pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah telah mencoba mengadopsi 

pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi.
131

 

Kebijakan evaluasi berdasarkan teori ini juga menjadi aspek 

penting dalam proses ini. Wheelen dan Hunger menekankan bahwa 

evaluasi harus mencakup pengukuran kinerja, pemecahan hambatan, dan 

tindakan korektif. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Metro perlu 

mengembangkan mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk memastikan 

                                                             
130

 Hadi Ferdiansyah Nugrahana dan Fitria Ruhyan, ―Strategi Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19.‖ 
131

 Dina Okta Egi Priatin dan Humairoh, ―Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger 

Dengan Metode Kualitatif,‖ 24. 



68 

 

bahwa kebijakan ini dapat terus diperbaiki sesuai dengan respon 

masyarakat dan perubahan kondisi lingkungan.
132

 

Dengan penerapan teori Wheelen dan Hunger, implementasi 

kebijakan ini dapat berjalan lebih strategis dan efektif. Pendekatan yang 

sistematis dan berdasarkan bukti ini memungkinkan pemerintah untuk 

mengelola tantangan dengan lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan 

ini mencapai tujuan dalam jangka panjang.
133

 

E. Kesesuaian Strategi Pemkot dengan PP No. 28 Tahun 2024 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 

tentang Kesehatan mengatur secara tegas pelarangan penjualan rokok secara 

eceran. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c yang 

menyatakan bahwa ―Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan 

rokok elektronik secara eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektrik.‖ 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan angka perokok pemula, 

melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta mengurangi 

beban penyakit akibat konsumsi tembakau di masyarakat.
134

 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, strategi yang disusun oleh 

Pemerintah Kota Metro belum sepenuhnya sejalan dengan amanat yang diatur 
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dalam PP No. 28 Tahun 2024. Ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan 

dalam beberapa aspek berikut: 

1. Belum Tersedianya Produk Hukum Lokal Turunan 

Hingga saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Kota Metro belum 

menetapkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) 

yang menjadi turunan dari PP No. 28 Tahun 2024. Padahal, keberadaan 

regulasi lokal sangat diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat 

dalam pelaksanaan larangan penjualan rokok secara eceran di tingkat 

daerah. Ketiadaan regulasi lokal ini menyebabkan kebijakan tidak dapat 

dilaksanakan secara optimal di lapangan. 

2. Tidak Tersusunnya SOP dan Pembentukan Tim Teknis 

Implementasi kebijakan belum didukung oleh dokumen standar 

operasional prosedur (SOP) maupun pembentukan tim teknis lintas 

instansi yang dapat menjalankan kebijakan secara terkoordinasi. Ketiadaan 

instrumen pelaksana ini menunjukkan lemahnya kelembagaan yang 

menjadi salah satu syarat utama dalam strategi kebijakan publik yang 

efektif. 

3. Minimnya Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Sosial 

Strategi sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum melibatkan 

tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat sipil yang 

memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip partisipatif dalam implementasi kebijakan 

publik, serta tidak selaras dengan Pasal 443 PP No. 28 Tahun 2024 yang 
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menekankan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian dampak 

zat adiktif. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 

Pemerintah Kota Metro masih bersifat reaktif dan belum terencana secara 

sistematis sesuai dengan amanat PP No. 28 Tahun 2024. Jika dikaitkan 

dengan teori Al-Mawardi dalam konsep pemerintahan Islam, strategi Pemkot 

Metro menunjukkan kelemahan pada tiga aspek: kelembagaan yang belum 

terbentuk, kepemimpinan yang belum menunjukkan inisiatif 

transformasional, dan kebijakan publik yang belum berpihak pada 

kemaslahatan umum. Strategi ini belum mencerminkan prinsip kelembagaan 

yang adil, kepemimpinan yang amanah, dan kebijakan yang maslahat bagi 

seluruh lapisan masyarakat.
135

 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya segera dari Pemerintah Kota 

Metro untuk menyusun peraturan daerah turunan, membentuk struktur 

kelembagaan pelaksana, mengalokasikan anggaran khusus untuk edukasi dan 

pengawasan, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam proses diseminasi 

kebijakan. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat penting agar 

kebijakan nasional ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik di tingkat 

lokal.
136
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa strategi Pemerintah 

Kota Metro dalam menghadapi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2024 telah memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh 

mekanisme lintas sektor yang efektif. Pemerintah berhasil mengidentifikasi 

kekuatan, seperti legitimasi regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap bahaya rokok, sebagai modal penting. Namun, terdapat kendala 

internal berupa kurangnya pemahaman petugas di lapangan, serta kendala 

eksternal seperti resistensi pedagang kecil dan kebiasaan masyarakat membeli 

rokok secara eceran.  

Implementasi kebijakan melalui sosialisasi, pengawasan, dan 

penegakan hukum menunjukkan arah yang strategis, meskipun masih 

memerlukan penyempurnaan. Inovasi melalui teknologi, seperti aplikasi 

pemantauan berbasis digital, memberikan kontribusi positif dalam 

pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, 

kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi merokok, 

meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan dampak sosial dan 

kesehatan yang berkelanjutan di Kota Metro. 

Berdasarkan teori Al-Mawardi, strategi Pemerintah Kota Metro masih 

memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, kepemimpinan, dan 

kebijakan publik lokal. Hal ini terlihat dari belum optimalnya regulasi daerah 



72 

 

yang mendukung PP No. 28 Tahun 2024, belum maksimalnya pelibatan 

masyarakat terdampak, serta terbatasnya komunikasi antarinstansi pelaksana. 

Teori ini menunjukkan pentingnya pendekatan strategis yang kolaboratif, 

kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal untuk 

memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. 

B. SARAN 

1. Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat kapasitas internal petugas 

melalui pelatihan intensif agar mampu mengomunikasikan kebijakan 

dengan lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, insentif ekonomi bagi 

pedagang kecil, seperti pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha, 

dan dukungan untuk diversifikasi usaha, penting untuk mengurangi 

ketergantungan pada penjualan rokok eceran sekaligus mendorong 

penerimaan terhadap kebijakan.  

2. Kolaborasi dengan toko modern dapat dilakukan untuk mempromosikan 

penjualan rokok hanya dalam kemasan utuh, sehingga dapat menjadi 

contoh positif bagi pedagang kecil.  

3. Pemerintah juga disarankan meningkatkan sosialisasi melalui media 

digital, kampanye masyarakat, dan dialog langsung untuk memperluas 

pemahaman dan dukungan publik terhadap kebijakan.  

4. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan melalui tim lintas sektor untuk 

memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala dan menyempurnakan 

strategi berdasarkan umpan balik dari masyarakat. 
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5. Selain itu, pembatasan lebih kuat terhadap iklan dan promosi rokok perlu 

diterapkan guna mendukung pembatasan aksesibilitas serta mengurangi 

resistensi masyarakat terhadap kebijakan ini. Dengan pendekatan yang 

strategis dan inklusif, kebijakan Pemerintah Kota Metro memiliki potensi 

besar untuk mencapai tujuannya, yaitu menurunkan prevalensi merokok 

dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 
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